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KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang

dukung pembahasan dan analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang
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miliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan

Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang
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p%da kerangka pemikiran sebelumnya.

3
A. L%ndasan Teoritis
=
1;—' Pajak
2
%; a. Pengertian Pajak
()

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli
dalam Siti Resmi (2017: 1) adalah sebagai berikut :

(1) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
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(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung
untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk

menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Fungsi Pajak

(1)

()

Menurut Waluyo (2017: 6) terdapat dua fungsi pajak yaitu :
Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh,
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang
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mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola

konsumsi masyarakat.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Menurut Mardiasmo (2016: 29-33) mengenai pengertian dan fungsi
NPWP yaitu :
(1) Pengertian
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
(2) Fungsi
(@) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
(b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016: 35) mengenai pengertian, fungsi, batas
waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT
yaitu :

(1) Pengertian
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Fungsi

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :

(a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1
(satu) tahun pajak.

(b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
pajak.

(c) Harta dan kewajiban.

(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

(@) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirmya Masa Pajak.

(b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

11
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(4) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda

did yeH @

sebesar :

(@) Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai.

(b) Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
lainnya.

(c) Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan wajib pajak badan.

(d) Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

(319 ey XMy exi3ewIo U] Uep SIusig INISUL) DX 191 11w €3

N

Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak
orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan
menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif

pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).

12
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3. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala

‘ sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan

j‘f‘i““‘[i U| ‘A“AA,—AA,“‘

dengan hal (mata pelajaran). Menurut Notoatmodjo (2014: 138) pengetahuan
adalah hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang

dimilikinya melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib

pajak orang pribadi tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu wajib pajak juga

=. harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan

uep

melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu.

Menurut Notoatmodjo (2014: 138-140) pengetahuan dibagi dalam enam

= tingkat pengetahuan yaitu :

Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari
sebelumnya. Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.
Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah
paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan
menyimpulkannya.

Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya), apabila

seseorang telah memahami objek yang dimaksud.

13
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d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan materi,
kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang ada kaitannya

satu sama lain.

Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada kemampuan seseorang untuk menyusun satu

hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan
justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek yang didasarkan

pada suatu kriteria.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
(Mardiasmo, 2016: 62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam
sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan
sanksi pidana memiliki perbedaan, yaitu sanksi administrasi dapat dijatuhkan
apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat

berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana

14
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dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu dan Ely
Suhayati, 2010: 87).
a. Pengertian sanksi administrasi dapat berupa :
1) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
2) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban

yang diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi Pidana
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam

sanksi pidana yaitu : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara

(319 Uery YImy exrEWIOJU] UEP SIusIg INMISUI) DX [81 W exdid e (J)

(Mardiasmo, 2016: 63-64).

1) Denda pidana
Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran
maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana kurungan
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar
norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana,
maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana, selain itu

diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

15
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3) Pidana penjara

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Nurmantu dalam Rahayu
(2013: 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi wajib pajak yang patuh
adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.
Zain: 2004) dalam Rahayu (2013: 138) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana

(1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

(3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

(4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

16
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Menurut Nasucha dalam Rahayu (2013: 139), kepatuhan wajib pajak

dapat diidentifikasi dari :

(1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
(2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
(3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

(4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Kriteria Kepatuhan
Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, wajib pajak dapat
ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
(1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam
2 (dua) tahun terakhir.
(2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih
dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
(3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2
telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa
masa pajak berikutnya.
(4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
(a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.
(b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan
Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
(5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
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Dalam hal laporan keuangan diaudit olenh Akuntan Publik atau Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian

sebagai pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

rdahulu

n merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwnlueduUaw edue) 1ul SN eAJey ynanyas nele uelbeq

aln uep‘ MIM) e)3ewioju] uep sjusig n

%enelitian Judul Variabel Metode Hasil Penelitian

% Penelitian Penelitian Penelitian
Jogny Pengaruh 1. Menggunakan | Hasil penelitian
S@arkah dan | Pemahaman, | Kepatuhan | variabel menunjukkan  bahwa
M%a Kesadaran, | Wajib Pajak | dependen Pemahaman,
Widyana Kualitas Orang yaitu Kesadaran, Kualitas
I:g_wi (2017) | Pelayanan Pribadi (Y) | Kepatuhan Pelayanan dan
e dan 2. Wajib  Pajak | Ketegasan Sanksi

Ketegasan Pemahaman | Orang Pribadi | berpengaruh  positif

Sanksi (X1) dan variabel | terhadap  Kepatuhan
terhadap 3. independen Wajib Pajak Orang
Kepatuhan | Kesadaran | yaitu Pribadi di KPP
Wajib Pajak | (X2) Pemahaman, | Sukoharjo
Orang Kesadaran,
Pribadi  di Kualitas
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KPP 4. Kualitas | Pelayanan dan
@ Sukoharjo Pelayanan Ketegasan
u
= (X3) Sanksi.
2
Y 5. Menggunakan
= 2
S Ketegasan | metode  uji
9 w
g g Sanksi (X4) | validitas, uji
2 g reliabilitas, uji
g g F, uji t, uji R2
B
g 2 dan uji asumsi
g o
a o .
o = klasik
Z@aikha Pengaruh 1. Menggunakan | Hasil penelitian
Q
Harjanti Kesadaran Kepatuhan | variabel menunjukkan  bahwa
A
P@pa Arum | Wajib Pajak, | Wajib Pajak | dependen Kesadaran Wajib
o
(2012) Pelayanan Orang yaitu Pajak, Pelayanan
(9]
e Fiskus dan | Pribadi (Y) | Kepatuhan Fiskus dan  Sanksi
Sanksi Pajak | 2. Wajib  Pajak | Pajak memberikan
z terhadap Kesadaran | Orang Pribadi | pengaruh positif dan
;‘
=1 Kepatuhan | Wajib Pajak | dan variabel | signifikan  terhadap
S
g‘ Wajib Pajak | (X1) independen Kepatuhan Wajib
:", Orang 3. yaitu Pajak
= Pribadi yang | Pelayanan | Kesadaran
=
§: Melakukan | Fiskus (X2) | Wajib Pajak,
3
0 Kegiatan 4.  Sanksi | Pelayanan
] Usaha dan | Pajak (X3) |Fiskus  dan
A
§, Pekerjaan Sanksi Pajak.
=
o
)
= 19
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Bebas di Menggunakan

® Wilayah teknik analisis

u

= KPP regresi

2

(Y Pratama berganda

3

= Cilacap
—=

Jogephine Pengaruh 1. Menggunakan | Hasil penelitian
(9]

Nidya Prajogo | Tingkat Kepatuhan | variabel menunjukkan  bahwa
dai'; Pemahaman | Wajib Pajak | dependen Tingkat Pemahaman
.

R%_nanmgtyas Peraturan (Y) yaitu Peraturan Pajak Wajib
Witluri (2013) _ . _ _ _
3 Pajak Wajib | 2. Tingkat | Kepatuhan Pajak dan Kualitas
=)

% Pajak, Pemahaman | Wajib  Pajak | Pelayanan Petugas
Q

> Kualitas Peraturan dan variabel | Pajak berpengaruh
A

= Pelayanan Pajak Wajib | independen positif dan signifikan
2

- Petugas Pajak (X1) | yaitu Tingkat | terhadap  Kepatuhan
(9]

e Pajak dan|3. Kualitas | Pemahaman | Wajib Pajak UMKM

Persepsi atas | Pelayanan Peraturan di Wilayah Sidoarjo,

z Sanksi Petugas Pajak Wajib | sedangkan Persepsi
=

5 Perpajakan | Pajak (X2) | Pajak, atas Sanksi Perpajakan
S

g‘ terhadap 4. Persepsi | Kualitas tidak berpengaruh
: Kepatuhan | atas Sanksi | Pelayanan positif dan signifikan
)

3 Wajib Pajak | Perpajakan | Petugas Pajak | terhadap  Kepatuhan
=

:o: UMKM di | (X3) dan Persepsi | Wajib Pajak

g Wilayah atas  Sanksi | UMKM

5 Sidoarjo Perpajakan. di Wilayah Sidoarjo
A

§. Menggunakan

=
-

)

=

o

[
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metode
@ analisis
u
= regresi
2
& berganda
3
Kadek Pengaruh 1. Menggunakan | Hasil penelitian
=)
Jumiati Putri | Kesadaran, | Kepatuhan | variabel menunjukkan  bahwa
(9]
danf Putu Ery | Pegetahuan | Wajib Pajak | dependen Kesadaran,
Setiawan dan (Y) yaitu Pegetahuan dan
=)
(2017) Pemahaman | 2. Kepatuhan Pemahaman
(o
% Perpajakan, | Kesadaran | Wajib Pajak | Perpajakan, Kualitas
=)
§ Kualitas (X1) dan variabel | Pelayanan dan Sanksi
Q
> Pelayanan 3. independen Perpajakan
A
= dan Sanksi | Pegetahuan | yaitu berpengaruh  positif
2
- Perpajakan | dan Kesadaran, terhadap  Kepatuhan
(9]
e terhadap Pemahaman | Pegetahuan Wajib Pajak
Kepatuhan | Perpajakan | dan
§ Wajib Pajak | (X2) Pemahaman
;.
e 4. Kualitas | Perpajakan,
% .
g Pelayanan Kualitas
: (X3) Pelayanan dan
Q
= 5. Sanksi | Sanksi
=
9, Perpajakan | Perpajakan.
3
) (X4) Menggunakan
§ metode
A
-3
x
-;
)
= 21
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analisis
@ regresi linier
L
Meégahsari Pengaruh 1. berganda Hasil penelitian
2
Séftiani Sikap, Kepatuhan | Menggunakan | menunjukkan bahwa
3
M@tje Kesadaran Wajib Pajak | variabel secara parsial sikap
o)
(2816) dan Orang dependen tidak berpengaruh
(9]
g Pengetahuan | Pribadi (Y) | yaitu signifikan  terhadap
= terhadap 2. Sikap | Kepatuhan kepatuhan wajib pajak,
o]
é. Kepatuhan | (X1) Wajib  Pajak | sedangkan kesadaran
(o
% Wajib Pajak | 3. Orang Pribadi | dan pengetahuan
=2
§ Orang Kesadaran | dan variabel | berpengaruh signifikan
Q
> Pribadi (X2) independen terhadap  kepatuhan
A
= Pemilik 4. yaitu wajib pajak.
2
S (UMKM) Pengetahuan | Sikap,
(1)
e dalam (X3) Kesadaran
memiliki dan
S5
a (NPWP) Pengetahuan.
é.
- Menggunakan
%
metode
analisis
regresi
berganda
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C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan

tefﬁtang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi usahawan.
17Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan

“Wajib Pajak.

= Pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui tingkat pengetahuan yang

;‘rdiantaranya tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi akan

Zherdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan

=perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi tahu fungsi dan manfaat

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

j?,_perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana mengisi Surat
jPemberitahuan (SPT), menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terhutang
dengan benar dan tepat waktu. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib
j‘pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan,

sebaliknya karena kurangnya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak kurang
=memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya
%tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak tahu terhadap peraturan

»perpajakan, maka akan semakin tahu juga atas sanksi yang akan diterima bila

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

%»melalaikan kewajibannya. Menurut penelitian Putri dan Putu Ery Setiawan (2017)
7 menunjukkan hasil pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Mintje (2016) menunjukkan pengetahuan berpengaruh signifikan

ﬁerhadap kepatuhan wajib pajak.

= 23



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

‘f!udangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa
frdengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak
i‘melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Penerapan sanksi perpajakan
% baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara)
iimendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan
?oerlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
%,’perpajakannya. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan
%erbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban
Jperpajakannya. Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila
!memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selainitu,
jika orang pribadi benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan,
mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka

dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian

__Subarkah dan Maya Widyana Dewi (2017) menunjukan hasil ketegasan sanksi

<tberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian

“*Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013) menunjukan hasil sanksi perpajakan tidak

= »berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka

penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini :
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Hak Cipta Dilindungi c:am:@-cjam:@u.
x 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE Um:c:mm: _Q._:_A dan z:_mcm: suatu .Bmmm_mj. A
SCHOOL OF BUSINESS b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



